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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Implementasi KMK Nomor 223 Tahun 2020 pada unit kerja Biro Organisasi 

dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

telah dilakukan penelitian yang berfokus pada beberapa aspek teori dan temuan data. 

Data yang telah ditemukan berdasarkan hasil laporan Biro Organisasi dan 

Ketatalaksanaan tentang konsepsi cara kerja baru Kementerian Keuangan. Terlihat dari 

aspek produktivitas meningkat, aspek efisiensi waktu sangat dirasakan oleh pegawai 

serta aspek kebahagian dan aspirasi pegawai sangat dirasakan oleh pegawai 

Kementerian Keuangan. 

Melihat dari ruang lingkup Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, data yang 

telah ditemukan diperkuat dengan teori  implementasi yang digagas oleh Van Horn dan 

Van Meter, seperti (1) tujuan kebijakan dan standar yang jelas, (2) sumber daya, (3) 

hubungan antar organisasi, (4) karakteristik organisasi pelaksana, (5) lingkungan sosial, 

politik, dan ekonomi serta (6) sikap para pelaksana. Dari keenam aspek tersebut, 

dilakukan kajian lebih mendalam yang didukung dengan data dokumen, observasi, dan 

wawancara.  

Kajian yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa kebijakan KMK Nomor 223 

Tahun 2020 kurang maksimal dalam proses implementasi sehingga membuat aturan 

tersebut tidak memiliki keberlanjutan setelah pandemi COVID-19 berakhir. Hal 

tersebut ditemukan beberapa kendala pada setiap aspek implementasinya, berikut 

penjelasannya: 

1. Tujuan kebijakan dan Standar yang jelas 

Kebijakan KMK Nomor 223 Tahun 2020 secara jelas menyampaikan bahwa 

tujuan yang ingin direalisasikan adalah menciptakan organisasi yang adaptif, 

dengan cara mendukung penuh konsep work life balance pegawai 

Kementerian Keuangan. Standar keberhasilan dari kebijakan tersebut secara 

jelas diketahui adalah tetap menjaga kinerja produktivitas pegawai 

Kementerian Keuangan dalam menjalankan kerja dengan konsep FWS. 

Tujuan tersebut sempat terlihat direalisasikan pada hasil laporan Biro Organta 

yang dilakukan pada tahun 2022, menunjukkan FWS dirasa lebih produktif 
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atau sama dengan dilaksanakannya WFO. Namun, setelah adanya pencabutan 

pembatasan sosial, eksistensi dalam implementasi FWS Kementerian 

Keuangan tidak segencar pada saat pandemi sehingga menimbulkan 

pertanyaan bagaimana untuk keberlanjutan FWS di era new normal. 

2. Sumber Daya 

Dari sisi SDM ditemukan kurang adanya komitmen yang penuh, baik dari 

pembuat kebijakan maupun sasaran kebijakan. Dari sisi pembuat kebijakan 

adalah tidak melanjutkan tujuan utama dalam KMK Nomor 223 Tahun 2020 

ketika kondisi sosial yang telah memasuki new normal. Dari sisi sasaran 

kebijakan, masih banyak yang mengira bahwa fleksibilitas kerja merupakan 

solusi dari permasalahan pandemi COVID-19 sehingga ketika adanya 

kelonggaran dalam implementasi kebijakan KMK Nomor 223 Tahun 202, bagi 

mereka hal tersebut sangat wajar karena pandemi COVID-19 yang telah usai. 

3. Hubungan Antar organisasi 

Dalam proses implementasi kebijakan, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 

melakukan koordinasi dari tingkat atas melalui unit eselon 1. Kemudian unit 

eselon 1 dapat melakukan tugasnya untuk memberikan informasi, 

melaksanakan dan monitoring dan evaluasi ke unit kerja di bawahnya. Namun, 

adanya pencabutan pembatasan sosial membuat setiap unit eselon 1 mengatur 

FWS secara masing-masing. Dari permasalahan yang ditemukan dari pembuat 

kebijakan sedikit lama untuk menanggapi terkait keberlanjutan FWS di 

Kementerian Keuangan. 

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana 

Adanya pencabutan pembatasan sosial yang dilakukan pada Desember 2022, 

menimbulkan setiap unit kerja mengambil keputusannya sendiri terhadap 

implementasi FWS. Sama halnya yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan 

Ketatalaksanaan, mengatur pegawainya untuk kembali bekerja ke kantor 

seperti semula. Mereka diberikan kesempatan untuk bisa mengajukan WFH 

hanya sekali dalam seminggu. Itulah yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan 

Ketatalaksanaan ketika kondisi KMK Nomor 223 Tahun 2020 masih belum 

jelas untuk keberlanjutannya, dan masih dengan status kebijakan yang masih 

diterapkan.  
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5. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi 

Lingkungan sosial seperti adanya dan tidak adanya pandemi COVID-19 

menjadi pengaruh keberlangsungan implementasi kebijakan FWS. Peristiwa 

tersebut juga diikuti dengan putusan para pimpinan yang merasa bahwa bekerja 

yang efisien bagi mereka adalah datang ke kantor, pernyataan pimpinan 

tersebut diikuti dengan faktor ekonomi karena dianggap dengan kembali 

kepada budaya kerja yang datang ke kantor akan menumbuhkan roda 

perekonomian di Indonesia. 

6. Sikap Para Pelaksana 

Eksistensi dalam implementasi kebijakan fleksibilitas kerja menurun. Hal 

tersebut disebabkan pegawai yang cenderung kurang memahami tujuan yang 

melandasi keberadaan FWS sehingga sebagai sasaran kebijakan tidak ikut serta 

sebagai pengawas dari proses implementasi kebijakan FWS. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan dalam proses penelitian terkait 

implementasi kebijakan KMK Nomor 223 Tahun 2020 pada unit kerja Biro Organisasi 

dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 

maka terdapat rekomendasi sebagai penyempurnaan dalam proses penelitian yang telah 

dilakukan. Berikut adalah rekomendasi untuk implementasi kebijakan KMK Nomor 

223 Tahun 2020: 

a. Tujuan kebijakan dan Standar yang jelas 

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dapat melakukan reformulasi kebijakan 

terhadap kebijakan KMK 223 Tahun 2020. Reformulasi dilakukan dengan 

tujuan dapat memperjelas kembali terkait tujuan dan standar kebijakan FWS 

sesuai dengan kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan yang masih 

mengharapkan kebijakan FWS tetap ada dan dijalankan dengan baik, 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada biro Organisasi dan 

Ketatalaksanaan. Penulis mengusulkan reformulasi kebijakan menjelaskan 

tentang banyaknya hari yang dapat digunakan pegawai dalam menjalankan 

FWS sebanyak  2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu. Usulan tersebut, bertujuan 

untuk mewujudkan work life balance pada Pegawai Kementerian Keuangan; 
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b. Sumber Daya 

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan perlu mempertahankan adanya kebijakan 

FWS karena dari sisi SDM telah terbentuk untuk mampu bekerja dengan baik 

dengan kondisi jarak jauh dan sarana prasarana yang telah dimiliki sudah 

mendukung. Pada saran sumber daya perlu memperhatikan tiga aspek yaitu 

SDM, Sarana dan prasarana serta anggaran. (1) Aspek SDM perlu adanya 

kegiatan evaluasi rutin di setiap unit bagian kerja sehingga, produktivitas 

pegawai Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dapat terjaga. (2) Aspek sarana 

prasarana, jika pegawai memiliki hambatan seperti laptop pribadinya rusak 

sehingga tidak dapat menjalankan FWS dengan baik. Maka pegawai tersebut 

dapat diperbolehkan membawa pulang laptop kantor untuk sementara dalam 

menjalankan FWS. (3) Aspek anggaran, para pimpinan unit dapat 

mengingatkan kembali kepada setiap pegawai, ketika menjalankan FWS perlu 

menyediakan anggaran pengeluaran untuk biaya internet yang baik. Dapat 

dikatakan bahwa persoalan anggaran menjadi tanggung jawab masing-masing 

setiap pegawai yang sedang menjalankan kegiatan FWS; 

c. Hubungan Antar Organisasi 

Dapat dilakukan komunikasi secara berkala, baik dari tingkat subbagian hingga 

pada tingkat bagian di Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dalam membahas 

kondisi pegawai ketika menjalankan FWS. Komunikasi berkala dapat 

dilakukan dengan membuat acara kumpul bersama dengan seluruh pegawai 

secara langsung di kantor minimal satu kali dalam satu bulan. Hal tersebut juga 

dapat dilakukan dari setiap kepala bagian dan subbagian dalam membahas 

evaluasi kinerja yang dapat dilakukan secara rutin maksimal sebulan sekali 

untuk dibahas; 

d. Karakteristik Organisasi Pelaksana 

Melihat kondisi yang dimiliki Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dari sisi 

pegawai yang dijadikan informan menyatakan bahwa sebagian besar pegawai 

mendukung keberadaan kebijakan FWS. Kepala biro dapat memulai menyusun 

strategi reformulasi kebijakan FWS berdasarkan hasil survei yang pernah 

dilakukan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dan tugas akhir ini sesuai 

dengan hasil wawancara bersama kepala bagian yang telah mewakili tiap 

bagian Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; 
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e. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi 

Kebijakan FWS yang memiliki tujuan untuk kemajuan internal organisasi, 

perlu tetap dijalankan terlepas dari kondisi sosial di Indonesia yang sudah tidak 

berstatus pandemi Covid-19. Adanya aspek politik dan ekonomi perlu 

mempertimbangkan hasil FWS yang telah memberikan manfaat kepada 

pegawai dan organisasi dalam merancang formulasi reformulasi kebijakan 

FWS; 

f. Sikap Para Pelaksana 

Adanya bentuk penerimaan kebijakan FWS kepada sebagian besar pegawai 

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, maka para pimpinan pembuat kebijakan 

perlu mengkaji ulang keberadaan kebijakan KMK 223 Tahun 2020. Proses 

menindak lanjutkan kebijakan KMK 223 Tahun 2020, diharapkan kebijakan 

tersebut tetap diadakan karena kondisi SDM maupun sarana dan prasarana yang 

sudah dibentuk selama tiga tahun terakhir untuk menunjang keberadaan FWS. 

Penelitian yang dilakukan terkait implementasi KMK Nomor 223 Tahun 2020 ini 

hanya dilakukan pada unit kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dengan teori 

implementasi Van Horn dan Van Meter. Penulis menyadari bahwa perlu adanya kajian 

secara mendalam dengan ruang lingkup yang lebih luas, yaitu seluruh lingkup 

Kementerian Keuangan. Hal tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait 

implementasi fleksibilitas kerja pada unit kerja Kementerian Keuangan yang tidak pada 

kantor pusat, ataupun dapat melihat dari sisi para pegawai Kementerian Keuangan yang 

bekerja pada di luar lingkungan homebase-nya. Sehingga pada penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat memperhatikan seluruh kondisi para pegawai baik yang bekerja di 

kantor pusat dengan kondisi jarak kantor dan rumah pegawai masih terjangkau jika 

dilakukan secara pulang pergi, serta para pegawai yang bertugas di kantor cabang 

dengan kondisi pegawai harus meninggalkan rumah, sehingga dapat dikatakan pegawai 

tersebut bekerja di luar lingkungan homebase-nya. 
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